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BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Deskripsi Wilayah Kabupaten Sleman
Letak geografis dan Luas Kabupaten Sleman

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33" 00"
dan 110° 13’ 00" Bujur Timur, 7° 34’ 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan.
Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah
dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul

dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.L.Yogyakarta

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km®
atan sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogjakarta 3.185,80
Km2,dengan jarak terjauh Utara — Selatan 32 Km, Timur — Barat 35 Km,
Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212

Dusun,
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Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No | Kecamatan Banyaknya Luas Jml Kepadatan
(Ha) | Penduduk
Desa | Dusun (jiwa) (Km2)
) @ 3 @ ® 6 )
1 Moyudan 4 65 2.762 33.595 1,216
2 Godean 7 57 2.684 57.245 2,133
3 Minggir 5 68 2.727 34.562 1,267
4 Gamping 5 59 2.925 65.789 2,249
5 Seyegan 5 67 2.663 42.151 1,583
6 Sleman 5 83 3.132 55.549 1,774
7 Ngaglik 6 87 3.852 65.927 1,712
8 Milati 5 74 2.852 67.037 2,351
9 Tempel 8 98 3.249 46.386 1,428
10 Turd 4 54 4.309 32.544 0,755
11 | Prambanan 6 68 4.135 44.003 1,064
12 Kalasan 4 80 3.584 54.621 1,524
13 Berbah 4 58 2.299 40.226 1,750
14 | Ngemplak 5 82 3.571 44.382 1,243
15 Pakem 5 61 4384 30.713 0,701
16 Depok 3 58 3.555 109.092 3,069
17 | Cangkringan 5 73 4.799 26.354 0,549
Jumlah 86 1.212 | 57.482 850.176 1,479

2, Kondisi Demografi Kabupaten Sleman

a. Karakteristik Wilayah

1. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten

Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

a. Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan
kota Tempel,- 'i‘uri, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan

puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan
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ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan
ekosistemnya,

. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian
Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan
tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata
budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih;

. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi
Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping.
Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.

. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan
Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup
air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu

serta gerabah.

. Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman
dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang
menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya,
Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan,
Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Milati
dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer.
Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat
berkembang, yaitu dari pertanian menjadi indust;-i, perdagangan dan jasa.

. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman

merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan
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mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota scbagai

berikut :

a. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena
perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan
kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah
Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota
Yogyakarta.

b. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota
Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota
Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di
wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan
merupakan wilayah sub urban.

c. Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan
Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi
wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan

kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

b. Topografi

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian selatan relatif datar kecuali
daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di
Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan dibagian utara sekitar
Lereng Mefapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir

setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan
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didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan

atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (Ierehg).

¢. Ketinggian

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara < 100 sd >1000 m
dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu
ketinggian < 100 m, 100 — 499 m, 500 — 999 m dan > 1000 m dari permukaan
laut. Ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 6.203 ha atau 10,79 % dari
luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan,
Gamping dan Berbah. Ketinggian > 100 — 499 m dari permukaan laut seluas
43.246 ha atau 75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian
> 500 — 999 m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 ha atau 11,38 % dari luas
wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan.
Ketinggian > 1000 m dari permukaan laut seluas 1.495 ha atau 2,60 % dari luas

wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.

d. Kemiringan Lahan ( Lereng)

Dari Peta topografi skala 1 : 50.000 dapat dilihat ketinggian dan jarak
horisontal untuk menghitung kemiringan (Lereng). Hasil analisa peta yang
berupa data kemiringan lahan dogolongkan menjadi 4 (empat) kelas yaitu lereng
0—2%;>2-15%;> 15— 40 %; dan > 40 %. Kemiringan 0 — 2 % terdapat di
15 (lima belas ) Kecamatan meliputi luas 34.128 ha atau 59,32 % dari seluruh
wilay:‘ih lereng, > 2 — 15 % terdapat di 13 (tiga belas ) Kecamatan dengan luas

lereng 18.192 atau 31,65 % dari luas total wilayah. Kemiringan lahan > 15 — 40
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o/, terdapat di 12 ( dua belas ) Kecamatan luas lereng ini sebesar 3.546 ha atat
an, Gamping Berbah,
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g. Tata Guna Tanah di Kabupaten Sleman
Gambaran tata guna tanah dikabupaten Sleman, dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut

Tabel 2.2 Tata Guna Tanah di Kabupaten Sleman

No | Jenis Tanah Luas (Ha)

1995 1996 1997 1998 1999 2000

1. | Sawah 24.662 |24.586 |24.381 |24.321 | 24.291 |23.483

2. | Tegalan 6.184 |6.214 |[6.255 |[6.256 |5.864 |6.407

3. |Pekarangan | 18.461 | 18.488 | 18.609 | 18.659 | 18.688 | 18.759

4, | Lain-lain* 8.175 (8.194 |[8.237 [8246 |[8.639 |8.833

Jumlah 57482 |57.482 |57.482 | 57.482 |57.482 |57.482

Sumber : Sub.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
* terdiri dari hutan rakyat, hutan negara, kolam/empang/tebat, tanah kuburan,

jalan, dan lapangan.

B. Deskripsi Pemerintah Kabupaten Sleman

1. Sejarah Pemerintahan Sleman

Mengungkap sejarah merupakan perjalanan yang rumit dan melelahkan.
Setidaknya pengalaman tersebut dapat dipetik dari upaya Dati II Sleman untuk
menentukan hari jadinya. Setelah mhelalui penelitian, pembahasah, dan perdebatan
| bertahun-tahun, akhirnya hari jadi Kabupaten Dati II Sleman disepakati. Perda

no.12 tahun 1998 tertanggal 9 Oktober 1998, metetapkan tanggal 15 (lima belas)
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Mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Di sini perlu ditegaskan bahwa hari
jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah
Kabupaten Dati II Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan
Kabupaten Sleman jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai wujud
lahirnya negara Indonesia modern, yang memunculkan Pemerintah Kabupaten

Dati II Sleman.

Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi
masyarakat dan pemerintah daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan
yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi ini akan

melengkapi identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten Sleman.

Dalam perhitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada hari
.Senin Kliwon, tanggal 12 (dua belas) Rejeb tahun Je 1846 Wuku Wayang. Atas
dasar perhitungan tesebut ditentukan surya sengkala (perhitungan tahun Masehi)
Rasa Manunggal Hanggatra Negara yang memiliki arti Rasa = 6, manunggal = 1,
Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sementara menurut
perhitungan Jawa (Candra Sengkala) hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana
Catur Salira Tunggal yang berarti Anggana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal =
1, sehingga terbaca tahun 1846. Kepastian keberadaan hari jadi Kabupaten
Sleman didasarkan pada Rijksblad no. 11 tertanggal 15 Mei 1916. Penentuan hari
jadi Kabupaten Sleman dilgkukan melalui penelaahan ;berbagai materi dari

berbagai sumber informasi dan fakta sejarah.
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Adapun dasar-dasar pertimbangan yang digunakan adalah:

1. Usia penamaan yang paling tua Mampu menumbuhkan perasaan bangga
dan mempunyai keterkaitan batin yang kuat terhadap masyarakat.

2. Memiliki ciri khas yang mampu membawa pengaruh nilai budaya .

3. Bersifat Indonesia sentris, yang dapat semakin menjelaskan peranan ciri
keindonesiaan tanpa menyalahgunakan obyektivitas sejarah.

4. Mempunyai nilai historis yang tinggi, mengandung nilai dan bukti sejarah
yang dapat membangun semangat dan rasa kagum atas jasa dan
pengorbanan nenek moyang kita.

5. Merupakan peninggalan budaya Jawa yang murni, tidak terpengaruh oleh

budaya kolonial.

a. Periode 1916-1945

Secara administratif, keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada
Rijksblad no. 11 tahun 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta
(Mataram) dalam 3 Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang
kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya.

Secara hierarkhis, Kabupaten membawahi distrik yang dikepalai seorang Panji.

Dalam Rijksblad tersebut juga disebutkan bahwa kabupaten Sulaiman
terdiri dari 4 distrik yakni : Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46 kalurahan),
Distrik Klegoeng (terdi;i 6 onderdistrik dan 52 kahtlrahan), Distrik Joemeneng
(terdiri 6 onderdistrik dan 58 kalurahan), Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik

dan 55 kalurahan).
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Pada tahun yang sama, berturut-turut dikeluarkan Rijksblad no.12/1916,
yang menempatkan Gunung Kidul sebagai kabupaten keempat wilayah
Kasultanan Yogyakarta. Kemudian disusul dengan Rijksblad no. 16/1916 yang
mengatur keberadaan Kabupaten Kota. Sedangkan Rijksblad 21/1916 mengatur
keberadaan kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, pada tahun tersebut
wilayah Kasultanan Yogyakarta berkembang dari 3 kabupaten menjadi 6

Kabupaten.

Pembagian wilayah Kesultanan Yogyakarta tersebut ternyata pada tahun
1927 mengalami penyederhanaan melalui munculnya Rijksblad no. 1/1927. Enam
Kabupaten yang terdapat di wilayah kasultanan disederhanakan menjadi 4
kabupaten yakni: Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon
Progo dan Gunung Kidul. Dalam hal ini, Kabupaten Sleman mengalami

penurunan status menjadi distrik Kabupaten Yogyakarta.

Pada tahun 1940, wilayah Kasultanan Yogyakarta mengalami reorganisasi
dengan munculnya Rijksblad Van Jogjakarta no. 13/1940 tanggal 18 Maret 1940.
Rijksblad tersebut membagi wilayah kasultanan Yogyakarta tetap dalam 4

Kabupaten dengan pemampatan pada distrik masing-masing kabupaten.

Kabupaten Yogyakarta, terdiri 2 (dua) distrik (Distrik Kota dan Distrik

B

Sleman).
1] ]
b. Kabupaten Sleman yang terdiri 4 (empat) distrik.
c. Kabupaten Kulon Progo terbagi 2 (dua) distrik.

d. Kabupaten Gunung Kidul terbagi 3 (tiga) distrik.
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Pembagian wilayah tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tahun

1942 dengan Jogjakarta Kooti, Kasultanan Yogyakarta lebih memerinci

wilayahnya sebagai berikut:

|

Kabupaten Yogyakarta dengan Bupati KRT. Harjodiningrat. Kabupaten
Yogyakarta dibagi menjadi 3 (tiga) Kawedanan, yakni kawedanan Sleman
dengan penguasa R. Ng. Pringgo Sumadi dan Kawedanan Kalasan dengan
penguasa R. Ng. Pringgo Biyono.

Kabupaten Bantul (Ken) dengan Bupati KRT. Dirjokusumo dan
wilayahnya dibagi menjadi 4 (empat) kawedanan yakni Bantul, Kotagede,
Godean dan Pandak.

Kabupaten Gunung Kidul dengan Bupati KRT. Djojodiningrat dan
wilayahnya terbagi menjadi 3 (tiga) kawedanan yakni Wonosari, Playen
dan Semanu.

Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati KRT. Pringgohadingrat, dengan
wilayah yang terbagi menjadi 2 (dua) kawedanan yaitu Nanggulan dan

Sentolo.

Pada tanggal 8 April 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan

penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei

angka 2 (dua). Dalam Koorei tersebut dinyatakan wilayah Kasultanan Yogyakarta

dibagi menjadj lima Kabupaten yakni Kabypaten Kota Yogyakarta (Yogyakarta

Syi), Kabupaten Sleman (Sleman Ken), Kabupaten Bantul (Bantul Ken),

Kabupaten Gunung Kidul (Gunung Kidul Ken) dan Kabupaten Kulon Progo
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(Kulon Progo Ken). Penataan ini menempatkan Sleman pada status semula,

sebagai wilayah Kabupaten.

b. Periode 1945-1947

Jogjakarta Koorei angka 2 (8 April 1945) menjadikan Sleman sebagai
pemerintahan Kabupaten untuk kedua kalinya dengan KRT Pringgodiningrat
sebagai bupati. Pada masa itu, wilayah Sleman membawahi 17 kapewon (Son)
yang terdiri dari 258 kalurahan (Ku). Ibu kota kabupaten berada di wilayah utara,

yang saat ini dikenal sebagai desa Triharjo (Kecamatan Sleman).

Bila dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten lainnya di tanah Jawa,
infrastruktur yang dimiliki Sleman sangat terbatas. Fasilitas yang dimiliki adalah
gedung pusat pemerintahan, pasar (yang saat ini dikenal sebagai pasar Sleman),
masjid (masjid Sleman) dan stasiun kereta api (lokasinya sudah berubah menjadi
taman segi tiga Sleman). Sedangkan infastruktur seperti alun-alun, penjara,

markas prajurit dsbnya, sebagai syarat ibukota, tidak dimiliki.

Di era revolusi, para pegawai pemerintah meninggalkan ibukota Sleman ikut
keluar kota mengatur strategi. Dalam keadaan demikian perkantoran pemerintahan
Kabupaten Sleman menjadi sepi dan terjadi “bumi angkut” oleh gerombolan
masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Akibatnya gedung-gedung pemerintah

tidak layak lagi menjadi tempat pelayanan masyarakat.

' i

55



c. Periode 1947-1964

Dalam kondisi gedung-gedung pelayanan masyarakat yang memprihatinkan,
Bupati Sleman KRT Pringgodiningrat pada tahun 1947 memindahkan pusat
pelayanan kabupaten ke Ambarukmo, di Petilasan Dalem serta bekas pusat
pendidikan perwira polisi yang pertama di Indonesia (saat ini pendopo hotel
Ambarukmo). Dalam hal ini, Ambarukmo merupakan pusat kegiatan pelayanan

pemerintahan, bukan ibukota kabupaten.

Pada tahun yang sama Bupati KRT Pringgodiningrat diganti oleh KRT
Projodiningrat. Dalam periode ini, tepatnya tahun 1948, wilayah Kasultanan
Yogyakarta mulai melaksanakan pemerintahan formal. Sesuai dengan UU no. 22

Tahun 1948, penyebutan wilayah Kabupaten Sleman adalah Kabupaten Sleman.

Pada tahun 1950 Bupati KRT Projodiningrat digantikan oleh KRT
Dipodiningrat hingga tahun 1955. Selanjutnya, KRT Dipodiningrat digantikan

oleh KRT Prawirodiningrat, yang menjabat Bupati Sleman hingga tahun 1959.

Pada masa itu pemerintah RI mengeluarkan UU no. 1 tahun 1957 mengenai
Pembagian Daerah Republik Indonesia dan Aturan Otonomi Daerah, maka
penyebutan Kabupaten Sleman berubah menjadi daerah Swatantra. Sebagai
implementasinya Departemen Dalam Negeri menerbitkan peraturan bahwa selain
memiliki seorang Bupati yang diangkat secara sektoral sebagai pegawai
Kementrian Dalam Negeri, Kabupaten juga harus memiliki kepala daerah yang

dipilih legislatif (DPRD).
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Dengan kata lain, dalam periode pemerintahan ini, sebuah kabupaten
memiliki 2 (dua) Kepala Daerah. Terpilih sebagai Kepala Daerah Swatantra
adalah Buchori S. Pranotodiningrat. Seiring terbitnya Penetapan Presiden no. 6
Tahun 1959 dan no. 5 Tahun 1960, untuk memberlakukan kembali UUD 1945,
pemerintahan Kabupaten Sleman kembali dikepalai seorang Bupati/Kepala

Daerah, yang dijabat oleh KRT. Murdodiningrat.

d. Periode 1964-Sekarang

Pada tahun 1964, KRT Murdodiningrat memindahkan pusat pemerintahan
ke Dusun Beran, Desa Tridadi Kecamatan Sleman. Lokasinya menempati
bangunan kantor Bappeda Sleman (sekarang). Pada masa ini pula Kabupaten

Daerah Tingkat II Sleman mulai memiliki lambang daerah.

Munculnya UU no. 18 tahun 1965 mengenai Hak Otonomi Daerah
ditindaklanjuti DPRD Gotong Royong Daerah Tingkat II Sleman dengan
menerbitkan SK. no. 19/1966 yang mengubah sebutan Pemerintah Daerah Tingkat
II Sleman menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan DPRD Gotong

Royong Tingkat II Sleman menjadi DPRD Gotong Royong Kabupaten Sleman.

. Pada masa tersebut ketua DPRD Gotong Royong dijabat Soekirman Tirtoatmodjo.

Seiring berakhirnya masa keanggotaan DPRD Gotong Royong pada tahun

1971, jabatan ketua DPRD digantikan oleh Soelanto. Selanjutnya pada tahun

]
1974, UU no. 18 tahun 1965 digantikan UU no. 5 Tahun 1974 tentang

. Pemerintahan Daerah. Berorientasi pada Undang-undang ini pemerintahan daerah
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Sleman menggunakan penyebutan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten

Sleman.

Pada tahun 1974 KRT. Murdodiningrat digantikan oleh KRT Tedjo
Hadiningrat, yang hanya menjabat selama 3 bulan. Selanjutnya posisi bupati
dijabat Drs. KRT. H. Prodjosuyoto Hadiningrat, yang menjabat 2 periode
(th.1974-1985) dengan 2 kali penggantian ketua DPRD. Pada tahun 1977, posisi
Soelanto sebagai ketua DPRD digantikan oleh R. Soelarjo hingga tahun 1982,

yang selanjutnya digantikan Samingan H.S.

Pada tahun 1985 Drs. KRT. H. Prodjosuyoto Hadiningrat digantikan Drs.
Samirin, yang menjabat selama satu periode (1985-1990). Pada masa jabatannya,
Drs. Samirin mengalami sekali pergantian ketua DPRD Sleman yakni pada tahun
1987, Samingan H. S. digantikan Letkol. Sudiyono, yang menjabat 2 pgriode

masa jabatan (1987-1997).

2. Visi & Misi
1. Visi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman
2011- 2015 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai,
yaitu “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin,

berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”.

]
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2. Penjelasan Visi:

Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat
yang lebih sehat, cerdas dan berkemampuan ekonomi memadai sehingga
dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya dengan baik. Secara
kuantitatif keadaan ‘lebih’ ini terwujud dalam angka pencapaian Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun sebelumnya adalah 78
diharapkan menjadi 80 pada akhir tahun 2015. Masyarakat Sleman yang lebih
berdaya saing adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan keunggulan
komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif
sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan
internasional. Secara kuantitatif pencapaian dari daya saing ini terwujud

dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,98%.

Masyarakat yang lebih berkeadilan gender adalah masyarakat yang
mampu menyeimbangkan partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan
antara lakilaki dan perempuan, sehingga dapat mengeliminasi kesenjangan
antara laki-laki dan perempuan di segala bidang. Upaya untuk mencapai
keseimbangan tersebut dilakukan melalui peningka.tan pelayanan terhadap
perempuan dan anak dan peningkatan partisipasi perempuan dalam

pembangunan,

Vist ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung
jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari

aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi
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politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,
organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan

seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan.

3. Misi

Adapun Misi Sekretariat Sleman, yakni:

1.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatkan
kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam terus
menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen
masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang
mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada
konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan supremasi
hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban
masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan
supremasi hokum dilakukan untuk menjaga norma’kaidah hukum délam
masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan
masyarakat. Dengan tekad untuk menjaga tata pemerintahan yang baik
memiliki konsekuensi melibatkan segenap elemen masyarakat dan kalangan
swasta untuk menyediakan peluang dan akses bagi masyarakat untuk
berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

i
pembangunan.

Langkah utama yang diambil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
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yang baik adalah membangun birokrasi yang kokoh, birokrasi yang memiliki
kapasitas dan kredibilitas tinggi. Birokrasi seBagai salah satu aktor dalam
pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga pada gilirannya
dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani masyarakat secara prima.
Tiga pilar kepemerintahan yang baik yaitu pemerintah, masyarakat, dan
swasta memiliki peran yang sama pentingnya dalam aktivitas pembangunan.
Misi ini menjiwai dan menjadi dasar implementasi misi-misi yang lain.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau
bagi semua lapisan masyarakat,
Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membangun
sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan
menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia
sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya.

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan
penanggulangan kemiskinan,

| Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten

Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan
di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil
dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan
persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial,
,dan berwawasan lingkungan. Fokus utama pada peningkatan ekonomi rakyat
yang dicapai melalui pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.

4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan
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lingkungan hidup.
Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam rangka menyediakan
sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan
mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam memeli\hara dan
membangun kualitas sarana dan prasarana publik.

5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.
Misi ini merupakan peningkatan intensitas perhatian terhadap permasalahan
kesenjangan peran perempuan dalam pembangunan. Langkah untuk
memberdayakan dan meningkatkan perlindungan serta meningkatkan peran
perempuan dilakukan melalui peningkatan akses di segala bidang : ekonomi,
politik, sosial, budaya sehingga diharapkan perempuan dapat berkiprah di
sektor domestik dan di sektor publik.

3. Unsur-unsur Perangkat Kelembagaan Kabupaten Sleman
Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sesuai

dengan Peraturan Daerah No.9 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Kelembagaan Organisasi perangkat Daerah Kab. Sleman

No Nama Instansi
1 | Sekretariat Daerah
2 | Sekretariat DPRD
L 3 | Dinas Kesehatan
4 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
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No

Nama Instansi

7 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
9 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
10 | Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral
11 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
12 | Dinas Pasar
13 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14 | Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
15 | Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17 | Badan Kepegawaian Daerah
18 | Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
19 | Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Bangsa dan
Penanggulangan Bencana
20 | Inspektorat Kabupaten
21 | Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
22 | Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
23 | Kantor Lingkungan Hidup
24 | Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal
25 | Kantor Pelayanan Perizinan
26 | Kantor Perpustakaan Daerah
27 | Kantor Arsip Daerah
28 | Satuan Polisi Pamong Praja
29 | Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
30 | Kecamatan

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Sleman
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4. Susunan Organisasi Kabupaten Sleman
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
¢. Dinas Kesehatan;
d. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
e. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
f. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial,
g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
h. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
i. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
j. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral;
k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi,
1. Dinas Pasar;
m. Dinas Kebudayaandan Pariwisata;
n. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah;
o. Dinas Pengelolaan Keuangandan Kekayaan Daerah;
p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
q. Badan Kepegawaian Daerah;
r. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan
Anak;
s. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan

Bencana;



t. Inspektorat Kabupaten;
u. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
v. Rumah Sakit UmumDaerah Prambanan;
w. Kantor Lingkungan Hidup;
x. Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal;
y. Kantor Pelayanan Perizinan;
z. Kantor Perpustakaan Daerah;
aa. Kantor Arsip Daerah;
bb. Satuan Polisi Pamong Praja;
cc. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
dd. Kecamatan yang terdiri dari:
1. Kecamatan Gamping;
2. Kecamatan Godean,
3. Kecamatan Moyudan;
4. Kecamatan Minggir;
5. Kecamatan Seyegan;
6. Kecamatan Mlati;
7. Kecamatan Depok;
8. Kecamatan Berbah;
9. Kecamatan Prambanan;
10. Kecamatan Kalasan;
11. Kecamatan Ngemplak;

12. Kecamatan Ngaglik;
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a.

1.

13. Kecamatan Sleman,;

14. Kecamatan Tempel,
15. Kecamatan Turi;

16. Kecamatan Pakem; dan

17. Kecamatan Cangkringan.

C. Deskripsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
1. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Sleman
1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

Sekretaris Daerah;

b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan terdiri dari:

Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:
a) Subbagian Administrasi Pemerintahan Daerah;
b) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan

¢) Subbagian Administrasi Wilayah Perbatasan dan Kerjasama.

. Bagian Pemerintahan Desa terdiri dari:

a) Subbagian Administrasi Pemerintahan Desa;
b) Subbagian Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan

¢) Subbagian Pengembangan Desa dan Lembaga Desa.

3. Bagian Hukum terdiri dari:

a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
b) Subbagian Dokumentasi Hukum; dan

c) Subbagian Bantuan Hukum.
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c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian terdiri dari:
a) Subbagian Potensi;
b) Subbagian Usaha; dan
c) Subbagian Sarana.
2. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari:
a) Subbagian Program Pembangunan,
b) Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan
c) Subbagian Pelaporan Pembangunan,
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
a) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat;
b) Subbagian Mental Spiritual; dan
¢) Subbagian Sosial Kemasyarakatan.
4. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi terdiri dari:
1. Bagian Organisasi terdiri dari:
a) Subbagian Kelembagaan;
b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
c) Subbagian Kepegawaian.
2. Bagian Umum terdiri dari:
a) Subbagian Tata Usaha;
b) Subbagian Keuangan;
c¢) Subbagian Rumah Tangga; dan

d) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
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3. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:

a) Subbagian Dokumentasi dan Informasi;
b) Subbagian Publikasi; dan
¢) Subbagian Protokol.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Fungsi dan Kedudukan Sekretariat Sleman

3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah yang
dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.
Sekretariat Daerah mempunyai tugasmembantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan mengoordinasikan perangkat daerah.
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada poin (2) menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah;
d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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